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PERATURAN DAERAH PROPINST KALINMANTAN TINUR

NOMOR 02 TAIUN 2000

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI KALINMANTAN TIMUR
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TAHUN ANGGARAN 2000
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah | ’

bahwa oleh karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja  Dacrah Propinsi
Kalimantan Timur tahun Anggaran 2000, perlu ditetapkan dalam Peraturan Dacrah
Propinsi Kalimantan Timur.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah Otonom
Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1160),
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3§39);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Dumi dan banpunan
(Lembaran Negara Tahun 1985 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3569),

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Darah dan Retribusi Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685,

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan T1nk: Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran negara
Nomor 3688);

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 1975 tentang  Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan Reuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1975 Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah,
penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomor 6 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 )
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1597 tentang Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (Iembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3693);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata
Usaha Keuangan Dacah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah;

Peraturan: Mentert Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1078 tentang Penerimaan
Sumbangan Prhak Ketiga kepada Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan
Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang  Pengurusan
Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Banﬂumn

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tent ing Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja chrah scbw'nmqm telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang  Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Dacrah:
Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1]
tentang Program Pembinaan Angearan Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran:
Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentan g Langkah Pertama
Pensinkrinisasian Angoaran Pendapatan -dan Belanja Dacrah dengan Anggaran
Pendapatan dan Be Innrl Negara:

Keputusan Mentert Dalam Negert Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1953
tentang Penyenipumaan Bentul: dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Jdan
Belanja Dacrah scbagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri lm;am
Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988

Keputusan Menteri Dalam Degert Nomor 51 Tahun 1083 tentang
Pengelolaan I’cnd;m'n'm Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan:

Keputusan Menteri Dalam Neeert Nomor 903-379 tanggal 11 April 1087 tentang,
Penggunaan stum Digut dalam [’claksanaan Anggaran Pendapatan dan Belana
Daerah serta Petunjuk {ehnis Tata Usaha Keuangan Dacrah;

Keputusan Mentert Dalum Negert Momor 110 Tahun 1998 lentang fentuk “dan
Susunan Anggaran Pendapatan Dacrah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.44-78] Tahun 1999 tentang
Pengesahan Peraturan Daerah cropinst Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 1999
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000;,
Keputusan Dewan Penwakilan Rakyat Daerah Nomor 11 Tahun 1999 tentang
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah Propinsi Kalimantan
Timur;

Keputusan Dewan Perwakilan R akyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor
01 tahun 2000 tangsal 17 Mei 2000 tentang DPersetujuan APBD  Propinsi
Kalimantan Timur tahun anggaran 2000,

Petunjuls

Surat Edaran Menteri Ne cgara Otonomi Daerah Nomor 903 D74°NVIN.OTDA

Tahun 2000 tentang t\cbud.\dn Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Angsaran 2000,

Risalah Sidane-g

Pembahasan Rancan
dan Belanja Daerah

Dv’nvakilzm Rakvat  Dacrah mengenal

tentang Perubahan Angaaran Pendapatan
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